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Abstract

Islamic cultural institution in Kiru-kiru, known as
Parewa Sara’, consist of Imam, Kalte', Bilala', and Doja. It
goes hand in hand with Parewa Sara’ or Ade', made up of
Warenneng as the cuslom leader, Pabbicara, Parennung,
and so on. The terrn Qadhi' or Kali, a title in Parewa Sara’,
was not known until 1920, when it was established by the
leader of Swapraja Soppengriaja, entitted Arung
Soppengriaja Parewa Sara' is sample of the cultural basis for
the establishment of the Ministry of Religious Affairs in
Indonesia Republic. It handles the management of mosques,
religious preaching, corpse interment, marriage and divorce,
almsgiving, inheritance, and the like.

Kata Kunci: Parewa Sara’ di Kiru-Kiru
I. Pendahuluan

Eksislcnsi susunan penguasa kultural dalam streotipe Ade’ setelah
Islam diterima di Sulawesi Selatan, terdiri atas dua bidang, yaitu Penguasa
bergelar Pampawa-Pakkatenni Ade’ atau Parewa Tana, dan Penguasa ber-
gelar Parewa-Pakkatenni Sura’ atau Parewa Sara’.! Kedudukan dari dua hal
di atas, dalam sejarah digelar secara terpisah. Namun hal itu, tak berarti sama
dan sejalan dengan perspektif sekularisme yang memisahkan antara agama
dan negara. Keduanya dalam pemerintahan tradisional ditempatkan dalam
satu kesatuan sistem yang disebut Pangadereng. ;

Itulah sebagai di atas bukan scrupa dengan doktrin politik Islam, bah-
wa segalanya harus bersumber dari Al Quran dan Al Hadits yang secara dok-
trinal memerintahkan * masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh ™ ter-
masuk dalam hal kekuasaan Adat yang hendaknya sesuai dan diresponi oleh
Islam, mclainkan Islam diterima ke dalam adat berdasarkan persepsi salah
satu azas, misalnya azas yang menggclar feori resepsio, *

Persepsi scbagai dasar pemikiran di atas dapat dikonfirmasi dengan
kaidah atau falsafah mengatakan, Adar bersendi Sara’ atau Sara’ bersendi
Adat, atau dalam bahasa Bugis yang semakna dengan kaidah tersebut ber-
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kata: Nahya Ade 'E Sibola’l Sara’E, Sara'E Sibola’l Ade’L artinya Adat se-
rumah dengan Sara’. atau scbaliknya Sara serumah d‘engan {\dal. Dalam
Lontara Su,-i-_ku ‘na Wajo' mengenai hubungan kedua hal di al'us, ('.'llikcnl‘.l_l—k'dk'ém
dengan prestisc kehor-matan berkata; Mappakaraja’l Sara’k ri- Ade’k,
Mappakalebbi'l Ade'E ri Sara’E. Artinya Sara’ mengagungkan Adar,
scbalik-nya Adat menghormati Sara’.

Oll;h sebab itu, tidakkah memang Sara’ scbagai dalam Suna}T atau
doktrin Islam adalah sangat mengagumi keberadaan Adat, sebagaimang
tertuang dalam salah satu prinsip atau kaidah, bahwa Adat adalah sum-
ber/dalil dalam menentukan kebijakan.” Jadi, bukan dari padanya prinsip yang
memilih Adat hendaknya dipisahkan dengan Sara’, begitu pula seba-liknya
[tulah kemungkinan besar dapat tertimpa bencana atau petaka, kalau saja
antara  keduanya dibiarkan Dberjalan  secara terpisah atau tersendiri,
sebagaumana contoh kebanyakan fakta dari pengalaman umal manusia yang
meninggalkan budaya dewasa ini.

Dengan demikian, arus penegakan syari‘at Islam yang saat ini diga-
lakkan, yakni contoh perkembangan yang dilemanya dimulai sejak berdiri Ne-
gara Republik Indonesia sebapai tercatat dalam Piagam Jakarta. [tulah hLal
yang tak dapat atau mustahil terjadi, sebelum didahului dengan prinsip kem-
bali kepada Adat atau kembali kepada dimensi penegakan pranata kultural
apakah dengan kerajaan atau monarchi yang cenderung identik kekhalifaliag
dalam politik Islam. Oleh sebab itu, gelora sebagai penegakan di atas, bukan,
semata dengan penegakan Syariat Islam yang hendaknya tersendiri dap..t
terpisah dengan Adat.

Atau penegakan syariat seperti wacana sebagian umat Islam d; Indo-
nesia, dari padanya tetap berbau di luar kepentingan umat seperti keadaan-nya
pada setiap pergolakan politik secara umum, Perspektifnya tak berbeds
dengan tujuan perpolitikan modemn di segala bidang yang kini melanda
Negara Republik Indonesia. Dari padanya tak satu pun di antaranya disebut
gerakan yang dapat seirama dengan prinsip Sara’ dan Adat secara mumi dap
konseckuen. Yakni gerakan yang hendaknya tidak konsekuen dengan duz
sumber atau prinsip, lyakni dari dua hal dimensi di alas, adalab sangat me-
nolak untuk mencintai kedudukan dan jabatan.

Dalam pada itu, menarik untuk disimak pesan kultural sebagai Pay-
Pau To Riolo, mengalakan; “Aja’ Mu’angoa’l Onrong, dja’ To Mu acinna:
Tanre TudangEng; Nasaba’ De’tu Mulle'] Padecengl Tang’ Yarega Ka) -
pong; Ri Sappa’po Mu'ompo’, Ri Jello ‘o Muakke ‘ngau.” 8
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Artinya:

“ Janganlah engkau rakus terhadap kedudukan, pangkat atau jabatan;
Janganlah Engkau tinggi ambisi tcrhadap semuanya. Scbab Engkau sebentar,
pasti tidak dapat memperbaiki masyarakat atau kampung. Nanti Engkau
setelah ditunjuk baru muncul; Nanti Engkau sctelah dicari baru mengaku.

Rasulullah saw mengatakan ’ yang artinya "Janganlah Kamu meminta
Jabatan, jika kamu diberikan karcna diminta, Engkau akan dibiarkan atau
lepas tangan dari Allah SWT. Jika kamu diberikan karcna tidak diminta,
Engkau akan diberi inayat atau dibantu oleh Allah SWT. ™

Tentu saja mengenai dimensi berdasarkan agama dan kultural seba-gai
dua gambaran di atas. adalah tidak scjalan dengan sistem perpolitikan modern
di Indonesia, dan konsckuensinya menunjukkan perspektif” yang ber-jauhan
dengan ideologi penegakan svari at.

[stilah Pampawa atau Pakkatenni dalam bahasa Bugis, sama mak-
sudnya dengan sctiap Pemangku di dacrah lain, baik Mangku Bumi maupun
Pati atau Paku Alam. Scdangkan istilah Parewa dalam bahasa Bugis, sama
maksudnya dengan Pegawai (Bugis: Pagawe'). Maka unsur Parewa Sara’
yang terdiri atas beberapa struktural, dalam tradisi dipimpin oleh scorang
Petinggi atau Pembesar Adat di antara mereka. dan kepadanya diberi gelar
tradisi Pangngulu. yakni istilah dalam bahasa Bugis yang kemungkinan
berasal dari akar kata Puang atau Puak (Tuan, Pak, atau Bapak) dan Hulu atau
Ulu (dihulu, dimuka, bagian depan, kepala), atau istilah yang relevannya kata
Penghulu (Tuan Pendahulu) dalam bahasa Indonesia. Itulah dengan dalil
kultural menunjukkan realitas adanya bidang birokrat, misalnya dalam Jajaran
Departemen Agama yang diberi nama Seksi Kepenghuluan.

Dengan dalil istilah Pangnguiu berdasarkan akar kata di atas, maka
yang Petinggi Sara’ idealnya disandang oleh ahli agama yang istilah dise-
butkan Ulama atau To Panrifa, untuknya bukan kekhilafan budaya kalau saja
mereka layak dihormati secara tradisional sapaan Puang, misalnya Puang
Kali, Puang Imam dan Puang Katte'. Di Keraja'm Gowa demi wibawa setiap
Penghulu digelar mlsalnyd Daenta Kalia,® dan Daeng Ngiman. Di Kerajaan
Bone digelar Petta Kali ® dan Puang Iman, di Kerajaan Soppeng digelar Petta
Kali atau Pung Kali dan Pua’ Imam scrta Puak Katte', demikian pula
terhadap Pua’ Bilala’ dan Pua’ Doja yang masyhurnya digelar di Mangkoso
Soppengriaja dan sekitarnya. Mcmang terhadap tradisional Sara’, dari gelar
misalnya bagi orang yang sudah menunaikan ibadah haji, sebagai sapaan
tradisional Sara’ kepada mercka biasanya dipanggil Pua’ /ji. Di kalangan
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orang awam bukanya dipanggil tradisi gelar Puang Aji atau Petia Aji, kecuali
bagi mereka yang sckaligus dianggap bangsawan kcn.lal. _

Tentu, kalau saja dibawa kepada budaya bagi LHamf Besar agar sei-
rama dengan unsur Parewa Sara’, itu akan lebih menarik U-lgelﬂf Pangulutia
(Bgs) atau Twanta (Mks), misalnya Perta Salama’E alau f uania .?c;{un:cf,k;;
kepada figur ulama tarekat bernama Syek/ Yusuf. Semua itu tak t.’UI? me-
ngingat penghormatan orang Bugis vang hiasanya diberikan kepada Nabi saw,
sahabatnya, dan ulama para mujtahid dan huatul Islam, misalnya Kepada
mercka digelar Pangulutta Abu Bakkareng, Ummareng, Usman, Svafi', lbn
Taimiyyah dan schagainya.

Sckarang, demi maksud seperti di atas dalam bahasa Bugis terdapat
gelar Anregurunia diberikan pada sctiap ulama di Sulawesi-Selatan, hal ini
dalam perspektif budaya dianggap mengikuti predikat Pakkatenni Ade” yang
kulturnya tampak berbeda kiprah dan frofesi. Karena gelar tradisi vang dikenal
Anreguru lanpa dengan akhiran kata 72" dalam bahasa Bugis, atau dalam
bahasa Makassar dan Mandar disebut Anrongguru dan Andongguru, yakni
salah satu gelar tradisional schagai struktur  Pekkatenni Ade’ dalam
kedudukan Panglima, Laksamana, dan Pemimpin Lasvkar (Joa").

Dalam memimpin aktivitas Laonruma atau Petani, istilah Anreguru
yang relevannya sehagai dircktur atau kepala biasanya dipanggil Ponggawa,
letapi untuk perimpin agama dan intlektual akan terasa lebih bermartabat
kalau discbutkan saja Pangngulu dibanding dengan Ponggawa. Itulah dalam
popular lamnnya. karakter kata Pangngulu sama dengan peranan Penghulu
dalam bahasa Indonesia.

Kultural Parewa Sara’ dengan gelar Pangngulu avau Penghulu, keli-
hatan posisi yang relevan dibandingkan dengan Pampawa Ade’ yang ber-
gelar Ponggawa dalam budava militer atau kelasykaran yang pemimpin
usaha/ckonomi dalam bahasa Bugis, yakni sebagai gelar tradisional yang
diberikan kepada Panglima, Laksamana dan Hulubalang, baik Pampawa ber-
gelar Sullewatang maupun Anreguru dan Parennung. 1tu bukan keadaan yang
kini kelihatan dapat salah kaprah di kalangan tertentu di Sulawesi-Scla-tan
dengan kata Anreguruta, yakni dengan  hasrat membuat gelar yang
menggabungkan antara aspek keilmuan agama dan perilakunya yang di-
singkat gelaran dengan A.G.

Oleh sebab itu, demi perspektif budaya di Sulawesi-Selatan, maka
gelar dan sapaan bagi ulama paling relevan disebutkan Gurutia yang ber-
makna guru kita (bagi semua orang), relevan dengan Guru Besar atau Syekh
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yang masyhur digelar Professor dalam dunia akademik. Tidakkah pgelar
Anreguru berfungsi Pangnguin Joa' adalah pemimpin lasykar atau prajurit
scbagai Panglima Perang alau Jenderal pada zaman kerajaan.

Semua itu scjak  kehadirannya belum  dianggap sclektil atau saja
bentuknya bersifat resistensi, dan lambat laun menyusun kultural bersifat
alternatif; atau itu berasal dari reaksi kalangan antar budaya yang tak betah
mengikuti tradisi keulamaan lain yang menggunakan gelar Kiyai dengan
singkatan yang ditulis  “K." | atau bukannya tradisi gelar “Ki.” seperti
terhadap Tokoh Pendidik Nasional bergelar Ki Hajar Dewantara.

Terhadap tradisi gelar mengenai Ulama di atas tidak dikenal dalam
sejarah atau budaya, kecuali di Sulawesi Selatan (erhadap golongan ulama
disapa atau dipanggil Gurutta vang berarti Tuan Guru atau Guru Kita,
pemahamannya sama dengan Syckh, Guru Besar atau Professor. Dengan
demikian, perspesi gelar sebagai “Grrutra™ secara lingusitik tidak didabului
dengan kata depan “Anre”, kecuali persepsi tradisi sebagai kepala lasykar
disebut Anreguru.

Kata dalam bahasa Bugis yang lafalnya Anre’ artinya menunjukkan
makanan atau hidangan, dari padanya dapat memberi kesan yang kurang
positif. Oleh sebab itu, di kalangan orang yang scpanjang berbahasa kelakar,
kata Anregurutta diartikan dalam bahasa Indonesia dengan Makanan Guru
Kita. Tentu, sekadar mengekspresikan dengan kata Anrc di atas, dapat saja
merusak kehormatan ulama sendiri sebagai sosok yang hendaknya diberi ke-
dudukan dan wibawa sebagai panutan masyarakal atau umat.

Atau saja dalam pelapisan masyarakat sccara tradisional selain Pam-
pawa Ade’ dan Parewa Sara’, hanya dikenal istilah To Panrita, To Sugi', To
Warani dan To Acca atau Sulasena. '® Oleh sebab itu, tentu terlibat kekhi-
lafan istilah Anregururta yang gelar budaya disebutkan sebagai 7o Panrita
bagi ulama Bugis dewasa ini. Bukankah istilah Panrita berasal dari dua kala
yaitu Panre dan Kiffa’ arlinya seorang scbagai pandai kitab, dar: sinonim kata
Pendeta dalam tradisi istilah di luar Islam. Dengan demikian, konotasi Pan-
rita yang relevan bagi ulama atau 7o Panrita adalah istilah Guruita, dan se-
baiknya mecreka dapat disapa misalnya Puang Panrito. Di Lembaga Pendi-
dikan tradisional, misalnya Pcsantren DDI Ambo Dalle di Mangkoso dan
Pesantren As’adiyah Sengkang, dan sebagainya di Sulawesi-Selatan, maka
pada sctiap guru pada tingkat pembina atau senior, secara iradisional disapa
oleh para santri dengan gelar Puang, mereka tidak sckadar disapa yang pada
biasanya sccara nasional disapa Pak Ustaz dan Pak Kiyai.
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1. Metode Penelitian

Pencelitian memilih corak perspektif masa lalu, oleh sebab itu langkah
penclitian praktis menggunakan pendekatan historis, yakni penelitian yang
berusaha membuat rekonstruksi masa lampau secara obyektf.'! Hal itu adalah
cara mengambil dan mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, kemudian
mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta, sampai mem-peroleh
kesimpulan kuat'® atau konklusi. Di samping itu. dipergunakan jenis-jenis
metode  penclition  kualitatif  deskriptif lainnya, terdiri atas  penelitian
fenomenologi, penclitian reori grounded, penelitian etnograli, inkuiri filosofi
dan metodologi teori kritik sosial.”

Dalam memilih tindak lanjut perencanaan di atas, penelitian meng-
gunakan metode penuntun memperoleh data dalam dua kategori,' yaitu
sumber primer dan sekunder. Keduanya dapat diperoleh secara langsung
melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Seluruh data yang diperolch
lidak dapat dihindari dengan perbedaan sumber menunjukkan antara primer
dan sckunder. Dengan demikian, pengolahan data dilakukan dengan kritik
eksternal dan internal.' N

Tidulic saja pcmh?hasm\ harus bekerja dengan dua hal di atas, Jjuga
konsisten dengan metode induksi dan deduksi serta komparasi. Dal:
itu, bahan-bahan dari kepustakaan sebagai keperluan anali]z-is E,)R:Jl];?-drfki?
dengan melihat di mana terletak perbedaan dan persamaan. Schingga bahan
kepustakaan yang kemungkinan dapat berbeda bukan maksud de-ngan cara
mempertunjukkan pertaruhan dari segi kelebihan dan kekurangan masing-
masing, tetapi yang diutamakan adalah segi kealamihan dan kea-jegan,

HI. Deskripsi Kultural Parewa Sara’ di Kiru-Kiru
Soppengriaja

Parewa Sara’ di Kiru-Kiru dipimpin Imam berdampingan dengan Pa-
rewa Sara’ lainnya dipimpin Imam yang terdapat di Balusu dan Nepo-
Mallusetasi. Ketiganya dalam sejarah berfungsi sebagai Wakil Qadhi’ dari
Pemangku kultural Qadhi bergelar Petta Kali pada zaman Pangadereng yang
terdapat di kerajaan-kerajaan yang lebih besar di kawasannya, misalnya
Kerajaan Soppeng dan Tanete. Ttulah fakta dalam sejarah di Kiru-Kiry dapat
diambil sampel dalam wujud sebuah studi kultural Parewa Sara’ di Soppeng-
riaja Kabupaten Barru, yakni sampel wilayah yang diambil untuk me\\fakﬁi
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keseluruhan Parewa Sara’ di Soppengriaja. mencakup kultural di Ajakkang,
Ceppaga, Laboso, Siddo, Lawallu dan Batupute.

Kerajaan Kiru-Kiru diambil scbagai bakal kultural berdirinya lembaga
Swapraja dipimpin scorang Kepala atau Raja vang diangkat Kolonial, dari pa-
danya terdapat Pemangku bersifat Pengganti disebut “Rapang” atau Kepala
Swapraja yang kepadanya diberi gelar tradisional Arung Soppengriaja.
Pejabat sebagai Pemangku di atas, dalam sejarah dicap dan ditantang oleh
pemilik kultural lewat dengan pesan-pesan sebagai berikut: * Nigi-Nigi Tau
Rangengen'ngl La Pute Mata Mapparenta, Pupuru’ Sorokawu'l  Paddi-
munring'na “.'® Artinya:* Barangsiapa bersama-sama dengan Belanda me-
merintah, kelak generasinya rusak atau hancur . Demikian digambarkan
bahwa prinsip tradisi menolak dan mengecam perspektif politik yang berasal
dari luar, schingga yang positif’ bagi pemerintahan tradisional adalah anti pen-
Jjajahan. Oleh sebab itu, bagi komunitas tradisional memegang prinsip, ber-
kata, “ Narekko Tau Ri Saliweng Riala Mapparenta Rikampongta, Naso-
langimitu Kampong 'k +." Artinya: Kalau sudah pada orang dari luar diambil
memerintah di dalam kampung, resikonya hanya saja merusak kampung itu
sendiri.

Demikian kultral istilah menggunakan gelar Sullewatang sebagai
Panglima atau Ponggawa, dari padanya tidak dikenal di Kiru-Kiru kecuali
organ tradisi disebutkan Parennung.'® Jadi, istilah Sullewatang Soppengriaja
lebih positif discbut lembaga pengganti bersifat inovatif yang bukan menun-
Jjukkan keaslian budaya di Kiru-Kiru, atau saja lebih menyentuh diberi istilah
Rapang atau Mangke’ dalam bahasa Bugis yang berarti buatan kolonial. Oleh
sebab itu, istilah Sullewatang yang kemudian digelar tradisional setelah Swa-
praja Séppengriaja, terjadi sekadar perbedaan istilah, tetapi tctap dalam nu-
ansa yang mempunyai makna dan tujuan yang sama. Itu tak lain scbuah
strategi politik kolonial secara bertahap menghilangkan salah satu unsur
Pangadereng Kiru-Kiru yang bergelar tradisi Parennung. Di tempat lain,
seperti itu disebut Sariang,' misalnya di Ajakkang. Ia diambil Pembantu
sebagai juga Parewa Tana yang dipimpin Anreguru sebagai Kepala Adat,
yakni istilah pemimpin yang terdapat di scbuah Desa atau Kampung, misal-
nya di Ajakkang dan Lawallu.. '

Tradisi struktural Parewa Sara’ di Kiru-Kiru terdiri atas Imam, Katte’,
Bilala’ dan Doja. Adapun Qadhi’ sepanjang kultural di Kiru-Kira belum di-
kenal, kecuali setelah zaman Swapraja Soppengriaja atau berlaku setelah
berpisah dengan Kerajaan Induk BoccoE Soppeng, atau setelah sccara for-mal
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berada di bawah payung salah satu Onderafdeling yang seka’rnng (lalam.
pemerintahan republik merupakan daerah ka‘bupnlen yang bc‘kfd“FlPk‘"‘ di
Sumpang Minanga’E Barru. Mereka sebagai Lcrsclml.Par‘cwa Sara’, semu-
anya tunduk dan bernaung di bawah kekuasaan pcmm.u'w? atau pemangku
kultural di Kiru-Kiru bergelar Matowa/Warenneng. yakni istilah Paruw_a Ade’
yang memerintah sccara kultural di Kiru-kiru bergelar Uwa’, yakni ‘gt’lﬂf
budaya yang disingkal dari asal kata Marowa ', bukan kultural Perra dari asal
kata Puang dan 7a’

Figur scbagai Matowa atau Uwa' adalah seorang tokeh adat atau
pemilik kujtural yang dibarengi kedudukannya oleh seorang perempuan
bergelar Perta yang diminta dari Kerajaan Induk Boccoe Soppeng. Yang
ditunjuk atau terkirim sebagai Petta tersebut berfungsi sebagai Ranreng atau
sekutu. Raja yang dikirim atau diutus itu dalam tradisi diberi gelar Petta Kiry-
Kiru. Ketuinggian derajat sebagai tradisi Uwa® Kiru-Kiru yang berhadapan
dengan sembarang Peira, dapat digambarkan dalam streotipe dalam bahasa
Bugis berkata “Uwa" Kirn-Kiru Petta Lawallu, Matanremui Pangka'na
Uwa'll Kiru-Kiru . Artinya: " Prestise Uwa’ Kiru-Kiru dibanding prstise
Petta Lawallu, maka prestise Uwa” Kiru-Kiru lebih tinggi derajatnya *,

Parewa Sara’ di Kiru-Kiru dipimpin seorang /mam, yakni pemimpin
di samping sebagai Penghulu terhadap setiap Parewa Sara’ di wilayahnya,
Juga berfungsi sebagai Wakil dari Qadhi' yang hanya terdapat di Kerajaan
lebih besar, misalnya Soppeng dan Tancte. Dilihat dari scgi wilayah,
kekuasaan Qadhi dapat lebih luas dari pada wilayah kekuasaan Pampawa
Ade’ Kiru-Kiru, meliputi Laboso, Lawallu, Siddo dan Ceppaga serta Batu-
Pute, kecuali wilayah misalnya Ajakkang dan Balusu, karena di sana terdapat
juga Imam yang sama kedudukannya dengan Imam di Kiru-Kiru,

Dengan nama Parewa Sara’ dipimpin struktural Karte’ yang terdapat
dalam wilayah Penghulu bergelar Imam di atas, mereka diberi tanggung
Jawab yang mengurus Langkara, setelah mercka dian
persetujuan Raja, disamping pertimbangan yang memperhatikan ber-bagai
persyaratan, termasuk mengenai dalil ke

turunan sebagai orang mer-deka atau
baik-baik yang disebutkan To Decen

2 dalam bahasa Bugis, khu-susnya
perangkat Parewa Sara' yang dimulai dari strata ti

ngkatan struktural bergclar
Kaite ',

gkat atas penunjukan dan

Adapun mengenai Bilala’ dan Doja’,
saja, dapat terdiri atas golongan dalam str
dapat diambil dari klen y

bisa saja diambil dari klen siapa

. ala sosial Ata’ atau budak. atau
ang di luar penduduk asli atay pendatang, Itulah di-
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misalkan Bilala" di Kiru-Kiru inlah nsalnya seorang diambil dari klen kultural
Ata’ yang milik scorang, Raja bernamn / Sive Petta Bampe A Pemikian di-
misalkan Doja’ ialah orang dinmbil dari klen pendatang, kebetulan orang yang
pernah dibeli oleh scorang Penpusaha klasik di Kiro-Kira bernama Panre
Zaka”' Twlah Parewa Sara’ di Kiro-Kiru terkenal denpan gelarnya Bilala’
dan Doja. 1lal itu setclah zaman kolomial, semua sccara politis telah
dimerdeka-kan sejak tahun 1906 M., menpingat istilah pelapisan budak atau
Ata’ dan scjenisnya di Sulawesi Selatan secara resmi dihapuskan oleh
pemerintahan kolonial Belanda *

Qadhi’ sebagai pendamping, Raja di Kiru-Kiru sebelum kolonial tidak
dikenal kecuali Imam, disamping berfungsi schagai Wakil dari Qadhi yang
berkedudukan di Ibu Kota Kerajaan, misalnya di Soppeng dan Tancte. Ttulah
misalnya yang Imam di Kiru-Kiru dengan dimensi kuzlitas di atas dipangku
oleh La Manno’, yakni scorang di samping schbagai Imam, juga berfungsi
Wakil Qacthi® yang berkedudukan di Kiru-Kiru, seperti kedudukan Imam di
Balusu, Ajakkang dan Nepo-Mallusctasi. Ta pada waktunya mewakili fungsi
seorang (adhi Kerajaan bergelar Kali Mario Matinro'l2 vi Mari-Mari Belo,
yakni Qadhi’ atau Kali Besar Kerajaan Induk BoccolZ Soppeng atau bergelar
Kali Datu Soppeng. Yakni figur yang mengpantikan Qadhi® Besar Kerajaan
yang scbelumnya bernama Muhammad Shaleh, yang akrabnya bernama La
Cale’ Panrita Datu'l. Matinro'I ri Malaka Lalabata - Watang Soppeng.™

Figur sebagai tokoh petinggi agama bergelar Kali Mario di alas, ber-
nama Zainal Abidin atau namanya disingkat Kali Zaenong. Yakni scorang
sebagai suami dari scorang pemilik kultural bergelar Petta Laju’. Beliau se-
bagai perempuan di Soppengriaja adalah guru mengaji bernama Tenri Jelling
Petta Guru Matin-ro’E ri Coppo'na Bulu' Lampang. Ttulah bukan kebetulan
dari makam beliau. di sekitarnya dibangun Kampus 111 Putri Ponpes DDI-AD
Mangkoso.

Qadhi’ bernama H. Sofyan di Kiru-Kiru yang dimulai secara otonom
berdiri atau terpisah, sctelah pada zainan Swapraja Soppengriaja sejak tahun
1920.2* Ia diangkat oleh La Maddiawe Arung Soppengriaja 11, bersamaan
adanya dengan Qadhi’ bernama /1. Taberang di Nepo yang diangkat olch
Raja Kcrajaan dan Swapraja Mallusetasi bernama La Enrang 2 scbagai suami
Raja pr / Sima’ Tana yang Raja Kerajaan Nepo bergelar Perra Tellu Latie'e.
Di Swapraja bekas Kerajaan Barru, Qadhi’ bernama Fl. Jamaluddin diangkal
oleh Lonjong Kalimullah bergelar Karaeng Lembang Parang*
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Qadhi’ di Kiru-Kiru setelah berdiri sendiri scbagai di atas dizliml')il dari
reluarga pendatang asal dari daerah Kerajaan Bone yang menetap di wil-ayah
Kerajaan Balusu.”’ la ditakdirkan menikah di Kiru-Kiru sehingga bukan
=ebetulan bersaudara ipar yang dalam bahasa Bugis disebul Mallago ' de-ngan
K La Manna' yang tercatat figur sebagai Imam Kiru-Kiru yang lebih kul-
rerai.”® Ttulah sebelum terdapat Qacthi’ diangkat di Kiru-Kiru, kultral Imam
yang Parewa Sara’ paling kultural di Kiru-Kiru dialihkan statusnya menjadi
Xatie’*” Sehingga orang sebagai di atas, berikutnya digelar lagi scbagai figur
vang bernama Karte’ Manno®, dan sudah terlupakan predikatnya yang ter-
dahulu sebagai scorang yang bergelar /mam. Itu disebabkan adanya prestise
buru yakni Qadhi’ Swapraja Soppengriaja sebagai pranata baru dalam stra-
i 2gi kolonial menggantikan struktur lama yang berbasis tradisional.

Qadhi’ diangkat berfungsi scbagai Menteri Kerajaan yang bertugas
n:empertangeung-jawabkan setiap pelaksanaan Sara’ dalam bidang keaga-
maw Islani. Jadi, Kerajaan di Sulawesi-Selatan memang menjadikan Islam
sebagai Agama Kerajaan. ltulah prinsip, bahwa Islam adalah watak yang tidak
dapat dipisahkan dengan orang Bugis. Jika ada orang Bugis bukan Islam,
maxa 12 dianggap melanggar Pangadereng, dan diperlakukan sebagai orang
asing &2

Tentu sebagai fakta di Kiru-Kiru Sulawesi-Selatan tak berbeda dengan
wrtawsal di seluruh Indonesia sebagai suatu negara pada umumnya dihuni oleh
mayoritas penduduk beragama Islam. Dari sinilah merupakan alasan historis
yang dijadikan latar belakang atau dalil kultural adanya Deparlemen Agama
calam Negara Republik Indonesia. Yakni Departemen yang sejak awal,
adalah khusus diperuntukkan mengatur Agama Islam. Tidakkah De-partemen
Agama dipimpin oleh seorang Menteri, dari padanya terkesan ha-
umAt beragama Islam. Demikian terjadi, karena mempertimbang

historis, atau saja yang lebih banyak mengingatkan faktor keseja
Lot aral.

nya milik
-kan aspek
-rahan atau

V. Fungsi dan Tugas Birokrasi Sara’

Tradisi kekuasaan Sara’ mulai eksis atau bekerja, setelah berdiri sebuah
pusat Ibadah di sebuah tempat atau kampung yang diberi nama Masjid atau
Langkara. Jadi, dengan hadirnya rumah ibadah di suatu tempat, tentu dalilnya
teluh menunjukkan legalitas operasionalnya, dan dari padanya mulai berbicara
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dengan strukural Pangadereng dalam rangka memelihara dan menegakkan
Sara’.

Tidak saja dalam pelaksanan Sara’ hendaknva bersifat individual,
telapi juga mengenai pelayanan lerhadap masyarukat yvang sesuai dengan
kompelensinya, sehingga di situlah mulai diperkenalkan dengan struktural
Parewa Sara’. atau relevannya ialah Aparat atau Pegawai Departemen Agama
sckarang ini. Yakni fungsi bagi mercka adalah mengurus masjid, pengajian
atau pendidikan agama, zakat dan sadagah. janazah, perkawinan, perceraian
dan Kewarisan, serta hal pemeliharaan anak atau khadanah dan scbagainya. ™!
Ttulah kultural sara® yang implementasinya membentuk bidang cksekutif dan
vudikatif, yang secara khas mengurus umat Islam.

Olch sebab it tampa dengan masjid dan langkara atau mushalla, maka
Parewa Sura’ belum dapat dibicarakan. Bukankah pada mulanya rumah
ibadah atau Rumah Allah bergelar Masjid Al-Jami' tidak sembarang
tempatnya, kecuali (erletak di Ibu Kota Kerajaan atau Swapraja, atau Rumah
[badah di tempat selain i, biasanya discbut langkara atau langgar, atau
paling tidak disebut Mushalla yang kulturalnya dipimpin olch Parewa Sara’
bergelar Karre'. Masjid adalah tempat Ibadah dipergunakan sebagai pusat
segala kegiatan keagamaan yang dipimpin olch scorang Parewa Sara’ ber-
nama /mam. Masjid sccara resmi ditempati shalat Jum 'aran dan Hari Raya,
misalnya Masjid Kiru-Kiru dan sebagainya. sedang Langkara atau Langgar
dipimpin seorang Parewa Sara’ bergelar Katte', misalnya Karre ' di Laboso
dan Wiringtasi serta Karre' di Siddo, Lawallu dan Ceppaga. Tentu Karre'
merupakan bawahan yang berfungsi di dacrah atau wilayah sebagai juga
pemimpin Sara’, mereka dapat dibantu olch Parewa Sara’ yang lebih rendah
bergelar Bilala' dan Doja’,

V. Penutup
Ikhtisar sebagai akhir dari pembahasan di atas, dapat dike-mukakan
scbagai berikut:

. Pranata kultural Islam disebut Parewa Sara’ adalah birokrat atau
Penguasa yang berdampingan dengan Pemangku bergelar Parewa Tana
atau Pakkatenni Ade’.

2. Parewa Sara’ di Kiru-Kiru pada zaman sebelum kolonial me-rupakan
wilayah kekuasaan dari Kerajaan Bocco’E Soppeng bahkan wilayah yang
dapat berkiblat kepada Kerajaan Tanete sebagai yang lebih besar atau
Scnior.
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